
BUPATI BUOL
PROVTIISI SUI,AWESI TENGAH

PERA'fURAN BUPATI BUOL
NoMoR 24 raHunzorz

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAI.iMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BUPATI BUOL,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8

Peraturan I)aeralr Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapi<an Peraturan Bupati tentang T\rgas, Fungsi

dan Tata Ke{a Dinas Kependudukan dan pencatatan

Sipii.

Pasai 18 a.yat (6) Urrdang-Undang Dasar Negara

Repu biik indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun Lggg tentang
Pembeniukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali,

dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor lZ9,
Taraba-Lran Lembaran }.Iggara Republik Indonesia

Nomor 3900) sebagajmana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor li Tahun 2000 tentang
Perubahan atas UndanyUndang Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,
Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggar

Kepnlauan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republir

Menirnbang :

Mengingat 1.



Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7),
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerinta.han Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4g44);

4. Pei:aturan Daera-h Nomor S Tahun 2016 tente;ng
Pernbentukan dan Susunan perangkat Daerah
Kabupaten Buol.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : pERATURAIT{

TATA KERJA

SPIL.

BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

-

BAB I
KETENTUAN UMUM

pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;
J. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
2' Penrerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Femerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakila' Ralqrat Daerah menurut
asas otonomi dal Ttrgas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas_
luasnya dala-m sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubrik Indonesia
sebagaimana dimaksud da,lam undang-Unda'g Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Femerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemer:ntahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Kepala Da-era?r adatah Bupati Buol yang selanjutnya disebut Bupati.
5. Perangkat Daerah adaLah unsur pembantu bupati dan Dewan

Perwakrlan Ralqyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemenntahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

6' Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
ke{a yalg beke4'a pada instansi pemerintah.



8.

7, Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN

adalah pegawai negeri sipii dan pegawai pemerintah dengan perjanjian

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga

ne€i€rra Inclonesia yang rnemenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Sekretariat Dae rah ada.lah Unsur Staf Pemerintah Daerah Kabupaten
Buol yang seianjutnya disebut Sekretariat Daerah Kabupaten Buol.

10. Sekretaris Daerah ada-lah Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten yang

secara operasional dan administatif trerada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah
Kabupaten Buol.

1 1. Dinas adalah Dinas Kepenciudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten
Buol.

BAB iI
TUGAS DAI.I Fi.]IVGSI DINAS KEPENDUDUKAI-{ DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

(1) Dina.s mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan dan

melaksanakan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan

dar. pencatatan. sipil.

(2) Da-l'rrn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas

menyeleltggarakan fun gsi:

a. merumusi<al penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan

.Keuzrngan;

b. rlerumuskan pengelolaal perlengkapan, urusa-n tata usaha, rumah

tangga, Barang l\{ilik l'legara, dan pengelolaan urusan ASN;

c. merttmuskan pen)/Ltsunan perellcanaan dan kebijakan tehnis di
bidang pendaftaian penduduk, pencatatan sipil, pengeiolaan

informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
serta inovasi pelayanan adrninistrasi kependudukan;



d. merumuskan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk serta
pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

e' merlrmuska' pelaksanaan kerja sarna serta pengelolaan informasi
administiasi kependudukan;

f. rrrerumuskan pelaksa:raan pernanfaatan data dan dokumen
kependudukan;

g. merumuskan pelaksanaan Inovasi pelayanan serta pembinaal,
koordinasi pengendalian bidang administrasi kependudukan;

h. merumu skan pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas ; dan
i. mela]<sariakan tugas keclinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Sekretaris

pasal 3
(1) sel'<retaris mempunya.i tugas memtrerika.n petayanan adrninistratif dan

teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha,
oerlengkapan rumah tangga dan ur-usan ASN kepada semua unsur di
iingkungan l)inas.

(2) Dafam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {l)
Sekretaris menyelenggarakar fungsi:
a. menyiapkan penyusllnan program dan anggaran;
b. menyiapkan pelatsanaan pengelolaal keuangan;
c. menyiapkan pengeloiaal perlengkapan, urusan tata usaha, rumah

tangga dan Barang Ivlilik Negara;
I d. menyiapkan pengeloiaan rlrusan ASN; dan

e. meiaksanakan tugas kedinasan iain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 4
(i) sub Bagran Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

koordinasi dan penyusunan progrann dan anggaran.
(2) uraian tugas sub Bagian perencanaar sebagaimana dimaksud pada

aya: (i) meiipuli :

a. meiaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan
)-ri ggarall :

4



b. melaksanakan penyiapan bahar: penlmsunan program dan

anggaraiu

c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunEln rancangan peraturan

pemndang-undangan;

d. melaksanakal penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

pelaksanaal prograrn dan anggaral; dan

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Paragal 2

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Pasal 5

(1) Sub Bagiern Kepegawaian dan Urnum mempunyai tugas melakukan

urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi

ASN, urusan perlengkapan. rumah tangga, penataan Barang Milik
Nega-ra.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dal Umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. melaksa^nakan urusal administrasi. ASN;

b. melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;

c. rrielaksanakan urusan kerurnahtanggaan, keamanan dan keterliban

kantou

d. melaksanakal pengeloian perlengkapan dan Barang Milik Negara;

Can

e. melaksanakan turgas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuarrgan

Pasai 6

(1) Sub Bagian Keuangal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verilikasi dan

pernbukuan.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada

aya.t (1) meliputi :

a. melaksanakan penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
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b. melaksanakan penafausahaan, akuntasi dan pembukuan

keuangan;

c. inelaksanakalr penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian

pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagr pegawai

negeri sipil;

d. melaksana.kan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan; dan

e. meLaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bngran Ketiga

Bidang Pelayanan Pendat-taran Penduduk

Pasal 7

(L) Bidang Pelayanal PendaJtaran penduduk mempunyai tugas

C melaksanakan penyiapan ilemmusan kebijakan teknis dan pelaksanaal
kebijakan di bidang pelayalan pendaftaran penduduk.

(2) Dalarn melaksanal<an tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
BidaLg Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi:
a. menyia.pkan penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran

penduduk;

b. menyiapical perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
c. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi peLaksanaan

pelayanan pendaftaran penduduk;

d. rnenyiapkan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

e. menyiapkan pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran
penduduk;

f. raenyiapkan pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan

pendaftaran penduduk;

g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan Lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Seksi identitas Penduduk

Pasal B

(l) Seksi identitas PenduCuk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

bahan perencanaan, perumllsan kebijakan teknis, pembinaan dan

koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran
penduduk.



(2) uratan tugas seksi lde'tiras pendudrrk sebagaimana dimaksud pada
ay'at (1) meliputi :

a. rnelaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan
pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi
biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga,
kartu ta_nda penduduk elellronik, kaftu identitas anak;

b. melaksanakan penlapan bahan perumusan kebijakan teknis
pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputr
biodata penduduk, nomor indrrk kependudukan, kartu keluarga,
kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;

c. melaksanakan penyiapan pembinaan dan koordinasi pelayanan dan
penerbiian dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata
penduduk, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kanu
Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Iclentitas Anak;

d. melaksanzLl<an pelayanan dan penerbital dokumen pend.aftaran
penduduk meliputi biodata penduduk, Nomor Inrluk Kependudukan,
Kartu Keluarga, Kartu Tarrda penduduk Elektronik, Kartu Identitas
&nak;

e. melal<sanak-an pendokumentasial hasil pelayanan penerbitan
dokumen pendaftaran penduduk:

f. :melaksalakan penyiapan pengendalian dan evaluasi pelayanan dan
penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata
penduduk, Nomor hrduk Kependudukal, Kartu Keiuarga, Kartu
Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oieh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi pindah Datang penduduk

Pasal 9

Seksi Pindah Datang penduduk mempunyai tugas melaksanakan
Penyrapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan koordinasi serta peiaksa_rraaan pelayanan pindah datang penduduk.
Uraran tugas Seksi Pindah Datang penduduk 5sfagaima;r4 dimaksud
pada ayat (1) meliputi :

a. melaksana-kan penyiapan bahan penyusunan perencanaan
pelayanan pindah datang penduduk;

8.

C

(1)

(2)
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b. melaksa.nakan penyiapan bahan perumusan kebijaftan teknis
peiayanan pindah datang penduduk;

c. melaksarrakan penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi
pelaksanaan pelayalan pindah datang penduduk;

d. melaksankan peiayalan pindah datang penduduk;

e. melaksankan penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

pelayanan pindah datarg penduduk; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Seksi Pendataan Penduduk

Pasal 10

(1) Seksi Pendataan Penduduk rnempunyai tugas melalukan penyiapan

C bahari perencana.an, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
koordinasi serta peiaksanaal pendataan penduduk.

(2) Uraian tugas Seksi Penciataan penduduk sslagaimana dimaksud pada
ayat {1} melipuri :

a. melaksanakan pen'tapan baharr penyusunan perenca.naan
pelaksanaaan pendataan penduduk;

b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
pelaksanaaan pendataan penduduk;

c. melaksanakan Penl,iapran pembinaan dan koordinasi pelaksanaaan

pendataan penduduk;

d. meiaksariakan pendataan penduduk;

L e. melaksanakan Penyiapan pengenclalian dan evaluasi pelaksanaaan
pendataan penduduk; darr

f. melaksa-nakan tugas keciinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagran Keempat

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Pasal 1 1

(1) Bidang PelaS'anan Pe'catatan sipil rnempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan tei<nis dan pelaksanaan kebijakan
peiayanan pencatatan sipil.

(2) Daiam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidirng Pelayanan Pencatatau sipil menyelenggarakan fungsi:
a. :aenyiapkan pen5rusun€rn perencanaan pelayanan pencatatan sipil;



b. menyiapkan perumusan kebljakan teknis pencatatan sipil;

c. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan

pelayanan pencatatan sipil;

d. menyiapkan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
e. menyiapkan pelalsanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;

f. menyiapkan pelaksanaan pedokumentasian hasii pelayanan

pencatatan sipii;

g. menyiapkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan

sipil; dan

h. melaksanakan tugas i<edinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Seksi Kelahiran

Pasal 12

(1) Sexsi Kelahiran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
per"encarlaan, perurnusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi
serta pelaksanaan pelayarran pencatatan kelahiran.

(2) Uraian tugas Seksi Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

a. meiaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan
pelayanan pencataian kelahiran;

b. melaksanakan penyiapan bahan perutnusan kebijakan telaeis

pelayanan pencatata-n kelahiran;
c. melaksanakan penyiapan pelaksanaal pembinaan dan koordinasi

pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
d. melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran;
e. nelaksanakan pendol<umentasian hasil pelaya_nan pencatatan

kelahiran;

f. rnelal<sal;rkan penyiapan pengendalian dan evafuasi pelaksanaan
pelayanan pencatatan keiahiran; dan

g. melaksanakal tugas kedinasan lain yang diberikal oleh pimpinan.

?aragraf 2

Seksi Perkawinan dan Perceraian

Pasal 13

C
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(1) Seksi Perkawinan dal perceraian mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teloris, pembinaan
dan koordi'asi serta pelaksanaaan pela5zanan pencatata-n perkawinan
dan perceraian.

(2) Uraian tuga.s seksi Perkawina' dan perceraian sebegaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi :

a. melaksanal<an penyiapan bahan penJrusunan perencanaan
peiayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;

b. melal<sanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
pelayanan pencatatan perkawinan <lan perceraian;

c. melaksanakan pembina.an dan koordinasi pelaksanaan pencatatan
perkawinan dan perceraian;

d. melaksanakan peiayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
e. melaksana.kan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan

perkawi nat; dan perceraian;

f' melaksanakan penyiapan pengendarian dan evaluasi pelaksanaan
pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian. Dan

g. melaksana_1.,an tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Paragraf 3
Seksi Perr-ibahan Status Anak, pewarganegaraan dan Kematian

Pasal 14

(1) Sel si Perubahan Status Anak, pewarganegaraan dan Kematran
mernpunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencana€rn,
perLlnusan kebijakan tei<nis, pembinaan dan koordinasi sena
pelaksalaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan
anak, pengesaha.an anak, perubahan status kewarganegaraan dan
kematian.

(2) Uraian tugas Seksi pe:'uba_han Status anak pewarganegaraa' dan
Kematian sebagaimana dimaksud pa.cla ayat (1) meliputi :

a.. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan
pencatatan pengangkat€m anak, pengakuan anak, pengesahaan anak,
perubahan status kewarganegaraan dan kematian;

b. rneiaksanakan peiryiapan bahan perumusan kebijakan teraeis
pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak,
pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan
kematianl
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(1)

(21

c. melaksanakaa penyrapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi

pelaksanaan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak,

pengesahaan anak, perubahal status kewarganegaraan dan

kematian;

d. melaksanakan pelayanan pencatatan pengalgkatan anak, pengakuan

anak, pengesahaarr anak, perubahan status kewarganegaraan dan

kematian;

e.melaksanakan pencicrkumentasian hasil pelayanan pencatatan

pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan

status kewarganegaraan dan kema.tial;
f. melaksanakan penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

peiayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak,
pengesahaan anal<, perubahal status kewarganegaraan dan
kematian; dan

g. melaksanakan tugas keciinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaal Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 15

Bidang Pengelolaan Infoi-rnasi Administrasi Kependudukan mempunyai
tugas meiaksanakan penyiapan pemmusan kebijakan teknis dan
pelur.ksanaan kebijakan di bidang pengelolan informasi administrasi
kependudukan.

Dalam meiaksalakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Pen.gelolaal Informasi Administrasi Kependudukan

menyelenggarakan fungsi:

a. menyiapkan penyusunan perencanaar pengelolaan informasi

aciministrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi

administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data
kependudukan serta tara kelola dan sumber daya manusia teknologi

mformasi dan komunikasi;

b. aenyiapkan perlrmusa-n kebijakan teknis pengelolaan informasi

acirninistrasi kependudukan yang meiiputi sistem informasi

aciministrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data

kependudrrkan serta tata kelola dan sumber daya manusia teloologi
jnformasi dan komunikasi;

c. men5riapkan pelaksanaan pemtrinaan dan koordinasi pengelolaan

inlbrmasi adrninistrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi

a
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adrninistrasi kependudukan, peagolahan dan penyajian data
kependudukan serta tata keloia dan sumber daya manusia teknologi
informasi dan kornunikasi;

d. menl.i6p1<61 pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi
kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta
tata keiola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan
komunikasi;

e. men5riapkan Pengendalial dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan
informasi administrasi kependudukan; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 16

(1) seksi sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas
menyiapkan bahal perumusan kebljakan dan pemberian bimbingan
teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang peningkatan sistim
administrasi kearsipan.

(2) uraian Tugas Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) meliputi :

a. melaksanakan penyiapan koordinasi sistem informasi administrasr
kependudukan;

b. melaksanalan penyiapan bahan perencanaan dan perumusan
kebijakan teknis sistem informasi adrninistrasi kependudukal;

c. melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan sistem informast
adminislrasi kependudukan;

d. meiaksanakan penyiapan dan pelaksanan pembinaan sistem
informasi administrasi kependudukal; dal

e. melaksanakan tugas kedinasal iain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Seksi Pengolahan dan penyajian Data Kependudukan

Pasal 17
(1) seksi Pengolahan dan penyajia. Data Kependudukan mempunyai tugas

menyiapkan bahan perumusan kebljakan pelaksanaan dan pemberian
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bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pengeloraan arsip
dinamis.

(2) uraian tugas seksi Pengolahan dan penyqiian Data Kependudrrkan
sebagaimana Cimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. melaksanakan koordinasi pengolahan dan penyajial data
kependuciukal;

melaksanakan penyiapan bahan perencanaan dan perumusan
kebijakan ieknis pengolahan dan penyajian data kependudukan;
melaksalakan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
melaksa"na-kan penyiapan dan pelaksanaan pembinaan penolahan
dan penyajian data kependudukan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Seksi Tata I{elola dan Sumber Daya Manusia

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 18

seksi rata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan
Kornunikasi mempunyai tugas meiaksanakan penyiapan bahan
perencanaan' perurnusarl kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi cran
pelaksanaaan tata kelola teknoiogi informasi dan komunikasi serta
suriber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
Uraian tugas Seksi Tata Keiola dan Sumber Daya Manusia Teknologi
Inforrnasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. rneiaksanakan koordinasi peiaksanaaan
informasi dan komunikasi serta sumber
inlbrmasi dan komunikasi;

b. melaksanakal penyiapal bahan perencanaan dan perumusan
kebdakan teknis pelaksanaaan tata kelola tekrologi informasi dan
komunikasi serta sumber daya man.usia teknologi informasi dan
kornunikasi;

c' melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan tata kerola teicrorogi
informasi dan komun ikasi;

d. melaksan.akan penyiapan dan pelaksanaan pembinaan sumber daya
manusia tei<nologi informasi dan komunikasi: dan

d.

(1)

\zlo

ta.ta kelola teknoiogi

daya malusia telceologi
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(1)

(2)

e. mela-ksanakan tugas keciinasan lain yang diberikal oleh pimpilan.

Bagian Keenam

Bidalg Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Pasal 19

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan

kebijakan di bidang Pemanfaatan data dan dokumen Kependudukan,

kerjasa sarna administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan

administrasi kependudukan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan menyelenggarakan
fungsi:

a. menlziap[an penJrusurran perencanaan pemanfaatan data dan
dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan
administrasi kependudukan ;

b. menyiapkarr pei.umusan kebilakan teknis pemanfaatan data dan
dokumen kependududukan, kerja $rma serta inovasi pelayanan
administrasi kependudukan ;

c. menyiapi!<an pelaksanaan pembinaern dan koordinasi peiaksanaan
pernalfaatan data dan doknmen kependududukan, kerja sama serta
inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

d. menyiapkan peLaksanaan pemanfaatan data dan dokumen
kepend uciudukan;

e. rnenyiapkan pelaksanan keqa sama administrasi kependudukan;
f. menyiapkan pelal<sanaan inovasi pelayanan administrasi

kependuclukan;

g. menyiapkan pengendaiian dal evaluasi pelaksanaan pemanfaatan

data dan dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi
pelayanan admin istrasi kependudukan; dan

h. melatsanakan tugas keclinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Seksi Kerjasama

Pasal 20

t'
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(1) Seksi Keq'asama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perencanaan, perumusan kebljakan teknis, pembinaan dan koordinasi

serta pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan.
(2) Urairrn tugas Seksi Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

meliputi :

a. melaksernalan penyiapan koordinasi kedasama administrasi
kependudukan;

b. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan dan perumusan
kebi3akan teknis kerjasama administrasi kependudukan;

c. melaksanakan penyiapan dan pelaksanan kebijakan teknrs
kerjasama administrasi kependu<iukan;

d. melaksa-nakan penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

iierja sama ad.ministrasi kependudukan; dan
e. inelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Sekst Pemanfaata.n Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 2 I
(1) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai

tugas melaksalakal penyiapan bahan perenc€rnaan, perumusan
kebijakan tei<nis, pernbinaan dan koordinasi serta pelaksanaaa_n

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

(2) Uraian tugas Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1i meliputi :

a. melaksanal<an penyiapan koordinasi pema_nfaatan data dan dokumen

kependudukan;

b. melaksanakan penyiapan bahan perenca.naan dan perumusan

kebijakan teknis pemarrfaatan data dan dokumen kependudukan;

c. melaksarakan penyiapan bahan pembinaan pem€rnfaatan data dan

dokumen kependudukan;

d. melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan pemanfaatal data dan

c okumen kependudukan.

e. r reiaksanakan pen-v-iapal pengencialian dan evaluasi pelaksanaan

pemamfaak;l data dan rlokumen kependudukan; dan

f. melaksanakan tugas kedj:rasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
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Seksi Inovasi Pelayanan

Pasal 22
(1) Seksi Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksalal<an penyiapan

bahan perencanaajr, perLrmusan kebrjakan teLrris, pembinaan dan
koordinasi serta pelaksanaaan inovasi perayanan administrasi
kelrendudukan.

i2) Llraian tugas Seksi Inovasi pelayanan sebagaimala dimaksud pada ayat
( 1) rneliputi :

a. melaksana^kan pen5.iapan koordinasi inovasi pelayanan administrasr
<ependudukan;

b. urelaksana.kan . penyiapan bahan perencanaan dan perumusan
kebijakan telaris inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

c. rnelaksa.nakan penyiapan ba-l-an pembrnaan inovasi pelavanan
administrasi kependuduka.n;

ci. melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan inovasi pelavanan
aciministrasi kependudukan.

e. melaksanakan penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rnovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan

f. meiaksanakan tugas kedieasan lain yalg diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketuju h

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23
Uraian tugas, I'ungsi dan tata kerja Kelompok Jabatan Fungsionai
ditetapkal sesuai dengan ketentuan peratura_n perundang_undangan
menurut jenis dal jenja-ug jabatan l'ungsional-

BAB IiI
TATA KERJA

, Pasal 24

{1) untuk menyele'ggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan
fungsi Dinas Kependudukare dan pencatatan Sipil disusun standar
prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal.

(2) Ketentuan mengenai standar prosedur kery'a atau manual dan starrdar
pelayanan minimai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupafi.

t6



(1)

(2)

(3)

(1)

(21

Pasal 25

Setiap pimpinan Unit Organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional di

lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi

dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi di

lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar

Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Selain menerapkan prinsip sebagairnana.dimaksud pada- ayat (1), setiap

pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di

lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam

rnela-ksanaka,r tugasnya vajib menerapkan asas umum penyelenggaraan

negara.

Asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) meliputi :

a. asas kepastian hukurn;

b. asas tertib penyeienggaraan negara;

c. asas kepentingan umunr;

d. asas keterbukaarr ;

e. asas proporsionalitas;

f. asas profesionalitas; da;n

g. asas akuntabiiitas.

Pasal 26

Se*iap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan

cian Pencatatan Sipil w4iib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan,

mernbimbing serta memberikan petunjuk pelaksanaan tugas

bawahannya.

Dalam hal terjadi penyimpangan bawahan sebagairnana dimaksud pada

ayat (1) maka pimpinan satuan orga-nisasi mengambil langkah yang

diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasil 27

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi di iingkungan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil wajib mengrkuti dan mematuhi petunjuk dan

bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan

11
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(2)

{3)

laporan ber*ala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan
organisasi iain yang secara fungsional mempunyai hubungan keda.
Setiap laporan yang diterima oieh pimpinan satuan organisasi dari
bawa-hannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
per.lyusunan laporan iebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.

Dalam memberikan birnbingan kepada bawahan masing-masing setiap
pimpinan saruan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 28

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka untuk peraksanaan tugas-tugas
secara langsung sekretaris dapat mewakili dan apabiia sekretaris
berhalangan dapat ditunjuk seorang pejabat satu tingkat lebih rendah yang
bertindak untuk dan atas narna pimpinan satuan unit kerja dengan
memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan

fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat sejumiah

Pegawai Negen Sipii sesuai dengan formasi, syarat dan standar

kompetensi jatratan.

Pen 3angkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan

ber<lasarkan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan

senjoritas dalam Daftar IJmt Kepangkatan darr syarat jabatan.

Keteniuan mengenai fonrrasi, syarat dan standar kompetensi jabatart

sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

berdasarkan hasil analisis jabata-n dan analisis beban keqja.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 30

(1)

(21

(3)
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t



(11 Untr;k membiayai penyelens&araaa urusan Pemerintahan yang menjadi

tujas dan fungsi Dinas Kependuciukan dan Pencatatan Sipil

dir dokasika-n sejumlah anggaran yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber yang lain yang sah sesuai

dengan ketentuarr peraturan perundang-undangan.

Pergelolaan anggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di

laksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang diserahi tugas, wewenang,

dan tanggung jawab secara khusus untuk mengelola keuangan.

Pengelola anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan keputusar Bupati atas usul pimpinan unit orgalisasi dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan
peraturan pe ru ndang-undangan.

Masa kerja jabatan pengelola keualgan sebagaimana dimaksud pada

ayat. (2) dan ayat (3) paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak

pengangkatannya.

BAB VI

PERLENGKAPAN KANTTJR DAN ASET

Pasal 31

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan yang menjadi tugas

dan fungsi Dinas Kependrrdukan dan Pencatatan Sipil, masing-masing

unit organisasi dan Pegawai Negeri Sipil dilengkapi dengan perlengkapan

kantor dan asset meliputi alat, perkakas dan perlengkapan keq'a.

Pengadaan dan pengeloJaan perlengkapan kantor dan aset diiakukan
sesuai dengan pedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal terjadi mutasi jabatan Pegawai Negeri Sipil maka dilarang

melakukan mutasi perlengkapan kantor dan aset.

Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjaga dan memelihara perlengkapan

kantor dan aset yang berada dalam penguasaannya agar senantiasa siap

untuk dipergrrr-reJ<eur.

Ketentuan lebih lanjut penentuan kebutuhal dan standarisasi

perlengkapan kantor darr aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur d.engan Peraturan Brrpati.

BAB V

PENUTUP

(21

(3)

(4)

(1)

C (2j

{3)

(4)

(s)
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Paqsl 32

Peratura$ ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatalrnya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol

Diundangkan di Buol
pada tanggal
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